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PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam
Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sesuai dengan
kebutuhan jabatan pada Kementerian Luar Negeri dan
Perwakilan Republik Indonesia;

bahwa wuntuk peningkatan efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri
dan Perwakilan Republik Indonesia maka perlu dilakukan
penempatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan
keahliannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan
Fungsional Penata Kanselerai, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pedoman
Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penata

Kanselerai;
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Mengingat

Menetapkan

-2

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang
Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang
Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);

Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor
SK.06/A/OT/VI/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri
SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia
di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1265);

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 590);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 336);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PEDOMAN
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENATA KANSELERAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
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Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan
manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional Penata Kanselerai adalah jabatan
yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab,
dan wewenang untuk  melaksanakan = kegiatan
kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang
milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di
Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik
Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan
konsuler.

Pejabat Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya
disebut Penata Kanselerai adalah PNS yang diberikan
tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi
penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan
dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan
Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung
kegiatan diplomatik dan konsuler.

Unit Organisasi adalah bagian dari suatu kementerian
negara/lembaga yang bertanggung jawab terhadap
pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program.
Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan
konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili

dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan
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10.

11.

—4-

pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di
negara penerima atau pada organisasi internasional.
Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang
harus dicapai oleh Penata Kanselerai untuk pembinaan
karier yang bersangkutan.

Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target
hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu
tertentu.

Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif
digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan
unsur utama.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra
merupakan dokumen perencanaan kementerian/lembaga
untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dengan
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan kementerian/lembaga serta memperhatikan

kesesuaian dengan visi dan misi Presiden terpilih.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

a.

b.

penyusunan kebutuhan; dan

pengusulan dan penetapan kebutuhan.

BAB II
PENYUSUNAN KEBUTUHAN

Pasal 3

Peyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a terdiri atas:

a.
b.

C.

prinsip penyusunan kebutuhan;

aspek dalam penghitungan kebutuhan;
waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan;
pelaksana penyusunan kebutuhan; dan

tata cara penyusunan kebutuhan.
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Pasal 4

Prinsip penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.

(1)

(2)

(3)

kebutuhan didasarkan analisis kebutuhan jabatan
dengan menghitung rasio keseimbangan antara Beban
Kerja dengan jumlah Penata Kanselerai yang dibutuhkan
untuk melaksanakan kegiatan unsur utama sesuai
dengan jenjang jabatannya;

kebutuhan Penata Kanselerai di Kementerian Luar Negeri
dan  Perwakilan  memperhatikan jumlah  Kantor
Perwakilan diplomatik dan konsuler yang dilayani, ruang
lingkup dan kompleksitas bidang pengelolaan kanselerai,
intensitas pekerjaan di kanselerai; bobot misi; dan/atau
intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan
negara penerima dan organisasi internasional; dan
perpindahan dalam posisi Jabatan Fungsional Penata
Kanselerai, karena adanya mutasi atau kenaikan jenjang

jabatan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

Pasal 5
Aspek dalam penghitungan kebutuhan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
a. Beban Kerja;
b. standar kemampuan rata-rata/standar waktu
penyelesaian kegiatan; dan
c. waktu kerja efektif.
Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang
ditetapkan oleh Unit Organisasi/Perwakilan untuk
masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penata
Kanselerai.
Standar kemampuan rata-rata/standar waktu
penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan dengan:
a. melakukan pengamatan atau wawancara dengan
beberapa Penata Kanselerai dari Unit

Organisasi/Perwakilan = yang  berbeda namun
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